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BAB V 

KESIMPULAN 
 

Kesimpulan 
Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK) PBB yang ada saat ini 

dibentuk berdasarkan ancaman yang mungkin terjadi pada periode tahun 1945. 

Namun sejak pembentukannya, iklim politik, ekonomi, teknologi, dan 

keamanan dunia telah berubah secara signifikan. DK PBB yang ada saat ini 

harus bisa mengikuti perkembangan tersebut dengan melihat tantangan yang 

tedapat pada abad 21, bukan kemudian terjebak dalam realitas pasca-Perang 

Dunia II. 

Perubahan terhadap iklim-iklim tersebut juga turut serta membawa ancaman 

baru yang mungkin memberikan ancaman terhadap keamanan dan perdamaian 

dunia yang saat ini pun belum sepenuhnya aman dan damai. sehingga DK PBB 

perlu melakukan perubahan untuk terus memperbaiki keadaan menjadi 

semakin baik. Perubahan tersebut juga bertujuan untuk mewujudkan tujuan 

utama dibentuknya DK PBB yaitu dunia yang aman dan damai sehingga 

dibutuhkan usaha yang konstan dan konkrit dari seluruh pihak. 

Hal itu disebabkan tantangan terhadap keamanan dan perdamaian dunia saat 

ini semakin kompleks. Peperangan bukan hanya terjadi antar negara saja, 

melainkan berkembang menjadi antara negara dengan non-negara, contohnya 

organisasi terorisme. Belum lagi ancaman-ancaman lain yang mengintai 

seperti perdagangan narkotika yang semakin meluas, pencemaran lingkungan 

yang semakin parah, perang ekonomi antar negara adidaya, pelanggaran 

terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) dan ancaman akan terjadinya Perang 

Dunia III yang sewaktu-waktu dapat terjadi dikarenakan panasnya hubungan 

politik antar negara di regional tertentu. Ancaman-ancaman tersebut masih 

berlangsung dan bukan tidak mungkin akan semakin meluas menjadi ancaman-

ancaman baru lainnya. 

Sehingga menurut penulis, reformasi terhadap DK PBB saat ini bukan lagi 

menjadi sebuah pilihan, melainkan sudah menjadi sebuah keharusan untuk 

dilaksanakan agar dapat selalu bisa menyesuaikan dengan tantangan yang terus 
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berubah-ubah. Mendasarkan sistem kerja organisasi yang memiliki 

kewenangan dan tanggung jawab terbesar di dunia pada sistem yang diciptakan 

pada Tahun 1945 dapat memberikan hambatan yang sangat besar bagi jalannya 

organisasi tersebut, hal itu karena keadaan zaman yang sudah tidak relevan 

lagi. 

PBB dan DK PBB harus mulai menyadari bahwa sistem kerja, kewenangan, 

tanggung jawab, struktur keanggotaan yang mereka gunakan saat ini sudah 

tidak dapat mengikuti perkembangan zaman Abad 21. Sehingga PBB dan DK 

PBB harus mulai melakukan perubahan terhadap hal-hal tersebut untuk tetap 

dapat memenuhi tanggung jawab yang diberikan kepadanya. 

Anggota tetap DK PBB harus mulai menyadari bahwa kewajiban utama 

mereka merupakan menjaga keamanan dan perdamaian dunia, ditambah 

munculnya norma baru berupa “Responsibility to Protect” atau R2P 

mengharuskan mereka menggunakan keistimewaan hak veto yang diberikan 

dengan hati-hati apabila mereka ingin mempertahankan keistimewaan tersebut. 

Mereka harus mulai mempertimbangkan bukan hanya kepentingan nasional 

mereka saja, tetapi juga kepentingan masyarakat internasional yang lebih luas 

untuk bisa mendapatkan kembali kepercayaan masyarakat internasional yang 

rusak sebagai akibat dari peristiwa Perang Dingin. 

DK PBB dan PBB harus melakukan upaya yang nyata dan konkrit untuk 

dapat mengembalikan citra DK PBB yang sudah terluka sebagai akibat dari 

Perang Dingin menjadi organisasi yang lebih demokratis, akuntabel, dan lebih 

representatif. Jika tidak, bukanlah hal yang mustahil apa yang terjadi kepada 

LBB dapat kembali terulang pada PBB. 

Menurut penulis, DK PBB dan PBB dapat memulai upaya tersebut dengan 

mulai menahan diri dengan menggunakan hak veto secara hati-hati dan terbatas 

pada isu-isu yang tidak menyangkut masalah kemanusiaan dan keamanan dan 

perdamaian regional. Kemudian mulai mempertimbangkan mengenai 

perubahan sistem kerja yang ada saat ini untuk ditingkatkan menjadi lebih 

efisien, demokratis, dan transparan sehingga kepercayaan masyarakat 

internasional mulai terbentuk. Selain itu DK PBB harus mulai 

mempertimbangkan perubahan struktur keanggotaan untuk dapat 
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mengakomodir kebutuhan saat ini dan presentase anggota PBB saat ini yang 

sudah berubah drastis. Terakhir, yang menurut penulis merupakan salah satu 

aspek paling penting, DK PBB perlu untuk merubah sistem pengambilan 

keputusan atas suatu isu menjadi lebih demokratis, transparan, dan adil. 

Terakhir penulis berpandangan bahwa proposal-proposal yang sudah ada 

saat ini masih dapat ditingkatkan menjadi lebih baik lagi apabila pihak-pihak 

yang terlibat mau untuk bekerja sama membahas mengenai reformasi DK PBB 

ini dengan mengutamakan kepentingan bersama, bukan mengutamakan 

kepetingan regional atau nasionalnya. Dengan begitu maka bukan hal yang 

mustahil DK PBB yang baru akan menjadi DK PBB yang memenuhi harapan 

pendiri PBB sebagai organ yang mewujudkan tujuan dibentuknya PBB. 
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